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PENDAHULUAN

Tanggung jawab sering diidentikkan dengan profesionalisme. Profesionalisme
merupakan suatu tuntutan bagi setiap orang dalam melaksanakan segala aktifitas
profesinya. Guru atau dosen misalnya yang bergelut dalam dunia pendidikan dituntut
untuk memiliki profesinalisme. Tanpa adanya kemampuan profesional, maka pekerjaan
yang dilakukan oleh guru atau dosen tidak akan terlaksana sebagaimana yang
diharapkan, yaitu menghasilkan manusia yang memiliki sumberdaya berkualitas.
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan
bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan
menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemabhiran, atau
kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan
pendidikan profesi.

Hukum Pendidikan mencangkup pembuatan hukum pendidikan dan pelaksanaan
hukum pendidikan. Hukum pendidikan dibuat dalam rangka mengimplementasikan
tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu
“mencerdaskan kehidupan bangsa”. Undang- undang Dasar 1945, pasal 31 ayat (2)
menyatakan bahwa : pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan dengan
undangundang. Pelaksanaan Hukum Pendidikan di Indonesia, sebagai bagian tak
terpisahkan dari bangsa-bangsa lain didunia, hendaknya senantiasa bercemin untuk
intropeksi mengenai peran hukum pendidikan dalam memajukan bangsa dan negara
untuk menuju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan hukum
pendidikan di Indonesia mestinya juga memperhatikan pada pelaksanaan hukum
pendidikan di negara lain, terutama sesama negara Asia, seperti Jepang, Cina, Korea
dan Taiwan. Negara-negara yang dikenal sebagai Macan Asia tersebut telah
membuktikan keunggulanya terutama kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi, sehingga bagi bangsa Indonesia upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
mendesak untuk dipercepat perwujudannya melalui pendidikan. Untuk menuju
pendidikan yang baik maka harus ditunjang dengan pendidik/pengajar yang profesinal
agar peserta didik dapat memiliki kompetensi yang baik pula.

(kunandar, 2007:47) mengemukakan bahwa suatu pekerjaan yang profesional itu
memerlukan persyaratan khusus, vyaitu: (1) menuntut adanya keterampilan
berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; (2) menekankan
pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya; (3)
menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; (4) adanya kepekaan terhadap
dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilakukannya; (5) memungkinkan
perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

ciri-ciri keprofesian di bidang kependidikan menurut sardiman (2007) adalah 1.
Diakui oleh masyarakat dan layanan yang diberikan hanya dikerjakan oleh pekerja
yang dikatagorikan sebagai suatu profesi. 2. Memiliki sekumpulan bidang ilmu
pengetahuan sebagai landasan dari sejumlah teknik dan prosedur yang unik. Misalnya
profesi di bidang keguruan, maka harus mempelajari psikologi, metodik, dan lain-lain.
3. Diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis, sebelum orang itu dapat
melaksanakan pekerjaan profesional. 4. Memiliki mekanisme untuk menyaring
sehingga orang yang berkompeten saja yang diperbolehkan bekerja.5. Memiliki
organisasi profesional untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

(kunandar, 2007) menyebutkan bahwa profesional akan tercermin dalam
pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik materi
maupun metoda. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam
melaksanakan seluruh pengabdiannya. Artinya melaksanakan tugas yang dibebankan
kepadanya. Demikian juga halnya dengan dosen yang mengajar di perguruan tinggi
yang mereka merupakan bagian dari pendidik profesional.
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Sebagaimana diketahui bahwa Setiap manusia yang hidup di dunia ini memiliki tugas
dan tanggung jawab, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitarnya.
Demikian juga bertanggung jawab kepada Allah SWT sebagai Penciptanya. Mereka
yang menyadari bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan adalah amanah dan akan
diminta pertanggung jawaban, tidak akan menyia-nyiakan walau sedikitpun. Namun
orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan lupa diri, selalu
mengabaikan amanah yang dibebankan kepadanya.

Maka oleh karena itu, guru yang profesional hendaknya mampu melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya sebagai pendidik kepada anak didiknya, orang tua,
masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Dengan melaksanakan tugas dan
tanggung jawab yang telah diamanahkan kepadanya, maka akan dapat melahirkan
manusia yang memiliki sumber daya yang berkualitas dan bermanfaat bagi orang lain.

Menurut suyanto (2013) mengemukakan bahwa umumnya tugas dan kewajiban
guru hampir seluruhnya mengenai pekerjaan mengajar. Dalam arti menyampaikan
keteranganketerangan dan fakta-fakta dari buku kepada muridnya, memberi tugas-
tugas dan membuat ujian kemudian memeriksanya. Hal yang demikian di sekolah-
sekolah sekarang ini sudah dipahami secara lebih luas. Pada saat ini, para guru juga
harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sekolah, dengan ikut serta
menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, yang terkadang sangat
komplek sifatnya.

Seperti yang dilakukan oleh ibu Zurita Ningsih, beliau adalah guru di sekolah
Dasar Itik Rendai, Lampung Timur. Beliau adalah guru professional yang sudah
bersrtifikat atau biasa disebut guru berserftifikasi. Beliau sering mengikuti seminar-
seminar atau pelatihan untuk pembelajaran bagi anak sekolah dasar. Kemudian beliau
melaksanakan perannya sebagai guru sesuai dengan undang- undang Guru dan
Dosen. Guru sebagai sebuah profesi tenaga kependidikan memiliki hak dan kewajiban
yang menyangkut dunia pendidikan yang digeluti. Hak guru merupakan apa-apa saja
yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki profesi guru, dan kewajiban guru
adalah apa-apa saja yang harus dilaksanakan seorang guru dalam menjalankan
profesinya. Hak dan kewajiban guru ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14
tahun 2005 tentang guru dan dosen sehingga setiap guru mandapatkan perlindungan
terhadap hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dalam banyak hal pekerjaan guru berkaitan sekali dengan pekerjaan seorang
pengawas, kepala sekolah, pegawai tata usaha sekolah, dan berbagai pejabat inspeksi
lainnya. Secara berangsur-angsur tekanan makin diberikan kepada partisipasi guru
dalam administrasi pendidikan/sekolah, yakni mengenai penyelenggaraan dan
manajemen sekolah. Manajemen sering kali disandingkan dengan istilah administrasi
sekolah. Hal ini karena ada yang berpandangan bahwa manajemen identik dengan
administrasi. Berdasarkan fungsi pokoknya, antara manajemen dan administrasi
memiliki kesamaan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan.

Namun pada kenyataannya tugas dan tanggung jawab yang sudah menjadi
konsekuensi logis yang harus dijalankan guru secara profesional belum berjalan
dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Ini terlihat dari masih banyaknya tugas
dan tanggung jawab administrasi guru diselesaikan oleh pihak lain disekolah.
Disamping itu juga tidak terlepas dari adanya ketidak pahaman sebahagian guru akan
tugas dan tanggung jawab profesi yang diberikan , dan kurang menyadari bahwa
pekerjaan tersebut merupakan amanah yang tidak hanya dipertanggung jawabkan
kepada manusia, tapi kepada Allah SWT sebagai Pencipta alam semesta.
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METODE

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan
data dalam paper ini dengan menggunakan wawancara. Teknik wawancara yang
digunakan adalah wawancara semi struktur. Wawancara semistruktur (semistructure
interview) sudah termasuk dalam kategori in-depth interview yang pelaksanaanya lebih
bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini
adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak
wawancara diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu
mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
Pertanyaan yang di ajukan peneliti terhadap informan juga dapat dikembangkan sesuai
dengai situasi dan kondisi. Hal tersebut bertujuan agar peneliti dapat mengetahui
informasi secara luas dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dimensi Manajemen Pendidikan (Law and Professional)
a. Dimensi Pendidik Professional

Guru dituntut untuk mempunyai kewenangan mengajar berdasarkan
kualifikasinya sebagai tenaga pengajar. Sebagai tenaga pendidik, setiap
guruharus memiliki kemampuan profesional dalam bidang pembelajaran. Dengan
kemampuan tersebut, guru dapat melaksanakan perannya. Menurut Ali Mudlofir
(2012) profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitassikap para anggota
suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuandan keahlian yang
mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya”.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 1
MenurutUndang-Undang Nomer 14 tahun 2005, professional adalah pekerjaan
ataukegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber
penghasilankehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan
yangmemenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan
pendidikanprofesi. Selain itu menurut Kunandar (2007) Guru yang
professionaladalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk
melakukantugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi ini meliputi
pengetahuan, sikapdan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi
sosial, maupunakademis”.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, seseorang yang profesional
dapatdilihat dari kualitas sikap pengetahuan yang dimiliki  untuk
menjalankantugas-tugasnya, guru yang profesional dituntut untuk harus
memlikikompetensi yang layak untuk mengajar.Guru yang profesional
dapatmelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam
materimaupun metode.Selain itu, juga ditujukkan melalui tanggung jawabnya
dalammelaksanakan  seluruh  pengabdiannya.Guru  yang  professional
hendaknyamampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru
kepadapeserta didik, orang tua, masyarakat,bangsa, Negara, dan
agamanya.Guru professional mempunyai tanggung jawab pribadi sosial,
intelektual, moral,dan spiritual

B. Dimensi Hukum Pendidikan
Sistem pendidikan nasional merupakan komponen pendidikan yang saling
terkaitsecara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara
menyeluruh. Komponenpendidikan adalah semua hal yang berkaitan dengan
jalannya proses pendidikan. Jika salahsatu komponen tidak ada, proses pendidikan
tidak akan bisa dilaksanakan. Berikut penjelasantentang aspek yuridis pendidikan di
Indonesia:
1. Pendidikan Menurut UUD Tahun 1945
2. Pendidikan Menurut UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)
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3. Pendidikan Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
C. Jenis Kompetensi
a) Kompetensi Kepala Sekolah
Kompetensi kepala sekolah yang ada dalam peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 13 Tahun 2007 berisikan bahwa kepala sekolah harus memiliki
kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan,
kompetensi supervise, kompetensi sosial.
b) Kompetensi Guru
Kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis
kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan
Pemerintah No0.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan
kompetensi profesional.

D. Hasil Penelitian Management Hukum dan Profesional di SDN Bulukantil
a) Kepala Sekolah
Wawancara dilakukan peneliti dengan kepala sekolah SDN Bulukantil Dari
wawancara yang telah dilaksanakan telah diketahui bahwa kepala sekolah sudah
memenuhi kompetensi susuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional
Nomor 13 Tahun 2007. Berikut akan dijabarkan masing-masing kompetensi
kepala sekolah SDN Bulukantil sebagai berikut
1. Kepribadian
kepala sekolah memiliki kepribadian yang religius dan toleransi terhadap
guru dan staff sekolah . Kepribadian ini tercermin dari wawancara yang
menyebutkan bahwa tradisi yang dikembang oleh bapak kepala sekolah
adalah berjabat tangan dengan guru sebelum masuk keruang sekoalah,
kemudian membudayakan senyum sapa terhadap murid dan guru. Dan
kemudia bapak kepala sekolah juga terbuka terhadap semua permasalahan
yang ada di sekolah baik kepada guru ataupun staff sekolah
2. Manajerial
Manajemen kepala sekolah dalam mengatur tata laksana sekolah SDN
bulu kantil sudah baik dalam pengeleloan guru, staf dan sarana maupun
prasana sekolah. Untuk pembagian wali kelasnyapun kepala sekolah sedah
menyesuaikan dengan kompetensi guru masing-masing sehingga dalam
pelaksanaan pembelajaran didalam kelas siswa dapat terlaksana dengan
baik
3. Kewirausahaan
Dalam kompetensi kewirausahaan kepala sekolah sudah melakukan
inovasi dalam pemberdayan sekolahnya. Dengan mendaur ulang sampah-
sampah palstik yang dijadikan sebuah karya yang akan bernilai ekonomis.
Dari hal tersebut maka sampah plastik yang susah diuraikan oleh tanah maka
akan bernilai ekonomi, kemudian pada saat akhir semester juga diadakan
bazar di sekolah untuk meningkatkan jiwa wirausha pada siswa. Motto yang
bapak kepala sekolah trapkan terhadap adalah pantang menyerah dan selalu
maju kedepan.
4. Supervisi
Kepala sekolah dalam melakukan supervisi akademik terhadap guru
dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru adalah dengan cara
mengetahui kendala apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan guru
mengajar dikelas, dengan cara seperti ini kepala sekolah dapat memberikan
solusi yang tepat terhadap permasalahn yang guru terima sehingga guru
dalam pelaksanaan professionalisme dalam mengajar akan terealisasi dengn
baik
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5. Sosial
Kompetensi sosial yang dilakukan kepala sekolah terhadap lingkungan
masyarakat sekolah adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat
di sekitar sekolah seperti contohnya pengajian akbar di sekitar sekolah atau
gotong royong di sekitar sekolah setempat dengan hal tersebut kepala
sekoalha dapat mengenali warga-warga sekitar sekolah

b) Guru
Dari wawancara yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa guru kelas IV
SDN Bulukantil sudah memenuhi kompetensi susuai dengan perturan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berikut akan dijabarkan
masing-masing kompetensi guru sekolah SDN Bulukantil sebagai berikut
1. Kompetensi Pedagogik
dalam setiap pembelajaran guru kelas membuat rpp terlebih dahulu,
sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran guru dapat mengaplikasikan rpp
yang sudah dibuatnya sehingga pembelajaran tidak akan salah arah karena
dengan rpp pembelajaran akan teraliasasi dengan baik. Untuk menjadikan
siswa kondusif dalam pembelajaran guru menggunakan media dan metode
yang disesuaikan dengan materi pembelajaran dan keadaan siswa.
2. Kompetensi Kepribadian
Dalam penangan untuk siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran
dengan baik maka guru menempatkan siswa tersebut di kelompok siswa
yang konsentrasi terhadap pembelajaran sehingga siswa akan mengikuti
cara belajar kelompok tersebut, untuk memotivasi siswa guru biasanya
memberikan nasihat-nasihat dan memutarkan video motivasi untuk anak agar
tetap rajin belajar.
3. Kompetensi Sosial
Dalam kompetensi sosial guru melaksanakan tugsny sesuai dengan
ketentuan, guru melakukan penilaian kepada siswa sesuai dengan hasil
pekerjaan siswa, guru menilai secara objektif bukan dengan subyektif, guru
juga bisa beradaptasi dengan baik dengan penempatan kerja yang di
tentukan oleh pemerintah sehingga kinerja guru disekolah dapat dikatakan
sangat baik.
4. Kompetensi Professional
guru sudah mendapatkan sertifikasi guru, Respon guru baik terhadap
program serifikasi guru yang diadakan oleh pemerintah, selain mendapatkan
tunjangan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan guru srtifikasi juga
dapat meningkatkan prestasi mereka melalui guru yang profesional dan
berkompeten

SIMPULAN

Dari penelitian tentang manajemen hukum dan Professionalisme kepala sekolah
dan guru di SDN Bulukantil sudah mencerminkan standar yang terpenuhi. Dari hasil
wawancara diketahui bahawa guru sudah memiliki kompetensi pedegogik, kepribadian,
sosial, dan kompetensi professional kemudia untuk kepala sekolah juga sudah
mencerminkan bahwa kepala sekolah di SDN Bulukantil sudah memenuhi kriteria
menurut undang-undang. Kesimpulanya adalah bahwa di SDN Bulukantil baik kepala
sekolah atau guru sudah memenehui kriteria manajement hukum dan professinal
menurut undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
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